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ABSTRAK 

 

Skripsi ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban Negara Indonesia atas 

pencemaran udara yang di sebabkan oleh terbakarnya hutan di wilayah Sumatera 

Riau Riau dalam perspektif hukum International. Pencemaran udara merupakan 

permasalahan yang saat ini masih terjadi di kawasan Asia Tenggara yang mana 

akibat dari kebakaran hutan, dampak tersebut secara langsung dirasakan oleh dua 

Negara tetangga lainnya yakni Malaysia dan Singapura. Adapun dalam penulisan 

skripsi ini penulis membuat dua perumusan isu hukum perihal tanggungjawab 

Negara dalam perjanjian Asean Agrement on Transboundary Haze Pollution 

(AATHP) serta tanggung jawab Negara Indonesia atas kebakaran hutan di wilayah 

Sumatera Riau. Berdasarkan data dan temuan yang penulis dapatkan dalam 

penelitian ini bahwa Indonesia haruslah melaksanakan Pertanggungjawaban 

Negara secara International sebagai suatu Negara yang telah mengakibatkan 

pencemaran kabut asap yang sebagaimana terdapat dalam pasal 35 sampai 37 

Draft ILC 2001 tentang  State Responsibility berupa restetusi, kompensasi, atau 

satisfaksi. Dan dalam kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini adalah bahwa 

bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Negara Indonesia adalah bentuk 

satisfaksi atau permintamaafan secara resmi yang di sampaikan oleh pemerintah 

Indonesia. Adapun pada saat Indonesia telah meratifikasi perjanjian AATHP 

maka secara otomatis Indonesia dan Negara peserta yang lain bersama-sama 

bertanggungjawab atas pencemaran polusi kabut dan asap.  

 

Kata kunci : Pertanggungjawaban Negara, Polusi Asap, Lintas Batas Negara 
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ABSTRACT 

 

This thesis examines the responsibility of the State of Indonesia for air pollution 

caused by forest fires in the Sumatra Riau Riau region in the perspective of 

international law. Air pollution is a problem that currently still occurs in the 

Southeast Asia region which is the result of forest fires, the impact of which is 

directly felt by two other neighboring countries, namely Malaysia and Singapore. 

As for writing this thesis, the author makes two formulations of legal issues 

regarding State responsibility in the Asean Agreement on Transboundary Haze 

Pollution (AATHP) and the Indonesian State's responsibility for forest fires in the 

Sumatran Riau region. Based on the data and findings that the authors obtained 

in this study, Indonesia must carry out State Responsibility internationally as a 

country that has resulted in haze pollution as contained in articles 35 to 37 of the 

2001 ILC Draft concerning State Responsibility in the form of restitution, 

compensation, or satisfaction. And the conclusion contained in this thesis is that 

the form of accountability carried out by the State of Indonesia is a form of 

satisfaction or an official apology conveyed by the Indonesian government. 

Meanwhile, when Indonesia has ratified the AATHP agreement, automatically 

Indonesia and other participating countries are jointly responsible for the 

pollution of haze and smoke pollution. 

 

Keywords: State Accountability, Haze Pollution, Cross Borders  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan 

Soutes Asia di mana Indonesia salah satu negara yang menjalin hubungan dan 

kerja sama dalam bidang politik, budaya, ekonomi di kawasan Southesasia yang 

terbentuk melalui organisasi Association Of South East Asian Nation (ASEAN). 

(Adolf, 2011) ASEAN merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dalam bidang 

politik dan ekonomi yang diikuti oleh berbagai negara di wilayah asia khususnya 

di kawasan Southesasia, adapun organisasi ini mulai terbentuk pada 08 Agustus 

1967 di Bangkok, yang mana organisasi ini telah mendapatkan persetujuan oleh 5 

(lima) negara antara lain Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. 

(Agung Ayu, 2014)  

 Indonesia dan negara anggota yang ada di kawasan Southesasia tentunya 

haruslah mematuhi, mentaati, serta saling menghormati satu sama lain baik itu 

mengenai hak maupun kewajiban hal ini tentunya juga berlaku dalam mengatasi 

berbagai persoalan terkait dengan masalah kebaran hutan di kawasan asia 

khususnya di asia tenggara dimana para negara anggota juga harus ikut 

berpartisipasi dalam mengatasi dan mencegah permasalahan dan bencana yang 

terjadi. Seperti pada contoh atas kasus pembakaran yang menimbulkan 

pencemaran kabut asap yang saat ini masih sering dialami di wilayah asia 

tenggara khususnya di Indonesia, yang mana dari hasil kejadian ini sangatlah 



2 

 

 

merugikan baik pada negara pelaku maupun negara yang terdampak.(Ariyanto, 

2017) 

Hutan merupakan penyangga kehidupan serta sumber bagi kesejahteraan 

masyarakat yang saat ini terus mengalami penyusutan, oleh karena itu eksistensi 

dan keberadaannya wajib dilindungi secara menyeluruh oleh negara, agar 

senantiasa dijaga dengan konsisten, dan bertanggung jawab. Penindakan serta 

pengelolaan hutan yang berkesinambungan secara global dan menyeluruh, 

sangatlah diperlukan aspirasi,dan peran serta dari berbagai kalangan baik itu 

masyarakat pemerintah maupun kelompok-kelompok lain yang didasarkan pada 

aturan hukum yang dilandaskan pada pancasila, serta sumber hukum Internasional 

sebagaimana yang sudah disepakati bersama oleh negara Internasional. (Mangku 

& Radiasta, 2019) 

Oleh sebab itu apabila terjadi kecacatan maupun perusakan terhadap 

lingkungan seperti halnya pembakaran, penggundulan dan penebangan hutan yang 

secara liar, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat memicu akibat yang tidak 

baik terhadap makhluk hidup baik itu masyarakat, hewan, tumbuhan serta 

makhluk hidup lainnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

Permasalahan tersebut hingga saat ini masih menjadi sebuah tantangan yang 

begitu berat yang dialami  Indonesia terkhususnya di provinsi Riau Sumatera, 

Kalimantan, dan negara yang berdampingan langsung dengan Indonesia seperti 

Singapura dan Malaysia.(Fadli et al., 2019) 

Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat serta 

menjamin agar terpenuhinya hak lingkungan yang layak dan sehat. Adapun 
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regulasi tersebut telah diatur di Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-

Undang Dasar 1945, atau yang disingkat dengan UUD 1945 pasal 28 pada intinya 

menegaskan setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan penghidupan yang 

layak, sejahtera, bertempat tinggal dan memperoleh area hidup yang baik, serta 

mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.) 

Oleh karena itu sebuah lingkungan yang sehat dan layak sudah seharusnya 

diberikan kepada masyarakatnya dimana hak tersebut merupakan hak dasar yang 

dimiliki oleh setiap individu atas negaranya.(Ariyanto, 2017) 

Dalam konvensi Internasional negara Indonesia merupakan salah satu 

negara yang ikut berpartisipasi dan telah meratifikasi deklarasi Duham pada tahun 

1999, adapun dari hasil ratifikasi tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1998 atau UU No 39 th 1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam 

aturan mengenai Ham turut dimasukan mengenai hak-hak masyarakat atas 

lingkungan hidup yang sehat sebagaimana termuat dalam pasal 9 ayat 3 

menyatakan”. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Khutanan, n.d.) 

dari hasil ratifikasi tersebut bahwa negara Indonesia adalah Negara yang juga 

turut serta dan ikut mendukung dan mengakui hak asasi manusia yang berlaku 

secara umum serta mengikat. Mengikat, yang berarti bukan hanya ditujukan pada 

masyarakat nasional saja melainkan juga tertuju pada masyarakat Internasional. 

(Bowlie, 1979) 

Berkaitan dengan aturan di atas bahwa Indonesia secara otomatis terikat 

dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan 

dan pembangunan yang berkelanjutan agar terciptanya area lingkungan yang 
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bersih layak dan baik, guna untuk menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri 

baik itu pada masyarakat lokal maupun masyarakat Internasional.(Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.) 

Akan tetapi pada kenyataanya permasalahan dan kerusakan lingkungan 

serta pencemaran yang menimbulkan kecacatan pada lingkungan hidup di 

Indonesia khususnya wilayah yang rawan terjadinya kebakaran, sampai saat ini 

semakin parah bahkan semakin meluas di beberapa tahun sebelumnya, dengan 

demikian hal tersebut secara langsung membuat kehidupan manusia menjadi 

terancam. Hingga saat ini kerusakan lingkungan yang dialami Indonesia menjadi 

sorotan yang serius dari berbagai negara international dan harus sesegera mungkin 

ditangani. (Nugroho, 2004) 

Kerusakan lingkungan seperti halnya kebakaran hutan di beberapa wilayah 

negara asal kebakaran, dimana negara tersebut tidak sepenuhnya sebatas pada 

negara asal kebakaran terjadi, namun akibat dari masalah tersebut justru 

menimbulkan kerugian pada negara yang lain dalam hal ini negara yang 

berdampingan dengan negara asal pencemar.(Pollution et al., 2018) 

Adapun kebakaran hutan beberapa tahun sebelumnya yang dialami 

Indonesia tepatnya di wilayah Sumatera beserta Kalimantan yang menimbulkan 

pencemaran udara kabut asap sampai ke negara tetangga ( Malaysia dan 

Singapura.)  yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dari negara tersebut. Hal 

ini kemudian membuat masyarakat Malaysia melakukan protes keras dan 

mendesak pemerintah Malaysia untuk menggugat negara Indonesia ke ICJ 

berdasarkan yang penulis kutip dari laman berita nasional CNN Indonesia bahwa 
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sekelompok masyarakat profesional yang ada di Malaysia melayangkan surat 

desakan yang ditujukan kepada Pemerintah Malaysia untuk segera menuntut 

pertanggungjawaban Indonesia atas pencemaran kabut asap dan terbakarnya hutan 

di wilayah Sumatera dan Kalimantan tepatnya di Provinsi Riau dengan tuntutan 

simbolis senilai RMI. Berdasarkan perjanjian AATHP mengenai Haze Polution 

lintas batas bahwa sejatinya jika negara Malaysia akan menuntut dan membawa 

kasus ini ke ICJ  dirasa sangat sulit terjadi dikarenakan berdasarkan dalam pasal 

27 AATHP menegaskan bahwa jika terjadi sengketa antara negara peratifikasi 

AATHP dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus lah melalui konsultasi dan 

perundingan antar negara yang terlibat. (Asean Agreement on Transboundary 

Haze Pollution, n.d.) Kendati demikian Malaysia juga dapat membawa kasus ini 

ke ICJ apabila Indonesia dan Malaysia setuju dan sepakat untuk membawa 

masalah tersebut ke ICJ.(Putra, 2015) 

Akibat isu masalah kebakaran hutan tersebut kemudian secara international 

memaksa Indonesia untuk segera bertindak dalam penyelesaian kabut asap lintas 

batas negara hal ini dibuktikan dengan serius melalui penyegelan kepada 64   

(enam puluh empat) perusahaan diduga melakukan perluasan lahan. Berdasarakan 

informasi yang penulis dapatkan dari situs resmi berita Viva.co.id bahwa 

perusahaan tersebut di segel lantaran keterlibatannya dalam kebakaran hutan, 

merujuk pada data sebelumnya pada tahun 2015 yang dikutip dari data Bareskrim 

Polri setidaknya sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) tersangka baik individu 

maupun perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dari data tersebut 

polisi telah menetapkan dua perusahaan asing antara lain PT. Antang Sawit 
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Perkasa atau yang disingkat dengan (PT ASP) dan PT. Kayung Agro Lestari atau 

yang disingkat (PT. KAL) selain dua perusahaan asing tersebut di mana polisi 

juga telah menetapkan 10 perusahaan lainnya sebagai tersangka kasus Karhutla 

dan 211 (dua ratus sebelas) tersangka perorangan lainnya yang menyebabkan 

kebakaran kebakaran hutan dan lahan seluas 42.676 hektar.(Fajri, 2016) 

Kerusakan lingkungan seperti halnya pembakaran, penebangan hutan yang 

secara liar  sudah seharusnya diatasi dan diselesaikan sejak awal  dengan serius 

karena dengan adanya masalah tersebut terkait dengan kerusakan hutan dan lahan 

secara otomatis menjadi sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada negara 

terhadap masyarakat, di mana kebakaran hutan yang sering terjadi dapat 

memunculkan kabut asap dan mencemari udara baik dalam negeri maupun negara 

lain yang berdampingan langsung dengan negara tersebut. (Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup, n.d.) 

Sebelumnya berangkat pada peristiwa terbakarnya hutan dan lahan di 

tahun 2015 adapun data tersebut penulis kutip dari situs berita Databoks.id bahwa 

area hutan yang terbakar pada waktu itu seluas 2.6 juta hektare hal tersebut sudah 

barang tentu dapat mengakibatkan munculnya berbagai polemik diplomatik 

seperti halnya yang terjadi pada Indonesia, Malaysia, dan Singapura akibat dari 

pencemaran udara  kabut asap yang dikirimkan oleh indonesia akibat dari 

kebakaran hutan.(Databooks.id, 2018) 

Adapun luas kebakaran hutan yang didapatkan dari data Kementerian 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia atau yang di singkat (KLHK RI) 
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sebagaimana yang telah dikutip dalam beberapa tahun terakhir di mulai dari 

periode 2016 hingga 2021 jika merujuk pada data tersebut sebanyak 34 kabupaten 

kota telah mengalami kebakaran hutan yang mana kasus kebakaran hutan terbesar 

yang terjadi di tahun 2019 seluas  1.649.258 juta Ha dengan luas total keseluruhan 

yang terjadi mencapai 3.084.125 juta Ha. (Kementrian Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia, 2021) 

Grafik Tabel Keseluruhan  Total Luas Hutan yang terbakar  Di Indonesia 

Periode 2016-2021 

PROVINSI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aceh 9.158 .865 1.284 730 1.078 540 

Bali - 370 1.013 373 29 - 

Bangka belitung - - 2.055 4.77 576 137 

Banten - - - 9 2 - 

Bengkulu 1.000 131 8 11 221 - 

Jakarta - - - - - - 

Gorontalo 737 - 158 1.909 80 - 

Jambi 8.281 109 1.577 56.593 1.002 174 

Jawa barat - 648.11 4.104 9.552 2.334 - 

Jawa tengah - 6.028 331 4.782 7.516 - 

Jawa timur - 5.116 8.886 23.655 19.148 - 

Kalimantan barat 9.174 7.467 68.422 151.919 7.646 1.268 

Kalimantanselatan 2.331 8.290 98.637 137.848 4.017 5 
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Kalimantan tengah 6.148 1.743 47.432 317.749 7.681 172 

Kalimantan timur 43.136 676 27.893 68.524 5.221 12 

Kalimantan utara 2.107 82.22 627 8.559 1.721 - 

Kepulaian riau 67.36 19 320 6.134 8.805 204 

Lampung 3.201 6.177 15.156 35.546 1.358 246 

Maluku 7.834 3.918 14.906 27.211 20.270 148 

Maluku utara 103 31 69 2.781 59 - 

Nusa tenggara barat 706 33.120 14.461 60.234 29.157 - 

NTT 8.968 38.326 57.428 136.920 114.719 42 

Papua 186.571 28.767 88.626 108.110 28.277 165 

Papua barat 542 1.156 509 1.533 5.716 - 

Riau 85.219 6.866 37.236 90.550 15.442 851 

Sulawesi barat 4.133 188 978 3029 569 714 

Sulawesi selatan 438 1.035 1.741 15.697 1.092 - 

Sulawesi tengah 11.744 1.310 4.147 11.551 2.555 1833 

Sulawesi tenggara 72 3.313 8.594 16.9292 3.206 873 

Sulawesi utara 2.240 103 326 4.574 177 26 

Sumatera barat 2.629 2.227 2.421 2.133 1.573 282 

Sumatera selatan 8.784 3.625 16.226 336.798 950 2003 

Sumatera utara 33.028 767 3.678 2.514 3.744 122 

Yokyakarta - - - - - - 

Total Luas Ha 438 rb 165 rb 529 rb 1,6 jt 296 rb 160 rb 
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Permasalahan dan perusakan lingkungan hidup yang dialami Indonesia  

tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pembakaran 

hutan, penebangan hutan, maupun faktor yang diakibatkan oleh peristiwa alam, 

dari faktor-faktor tersebut tentunya akan menimbulkan kerusakan pada 

lingkungan hidup di mana kerusakan dan pencemaran bukan hanya berakibat pada 

satu wilayah saja melainkan mencakup semua wilayah di Indonesia bahkan ke 

wilayah negara tetangga yang juga turut terkena imbasnya. (Arifa, 2015) 

Indonesia sendiri merupakan satu dari lima negara yang masuk dalam 

Guiness World Record yang tercatat sebagai salah satu negara dengan 

penggundulan hutan yang sangat cepat dan laju dalam beberapa tahun belakangan 

ini. Di mana terdapat 72% hutan di Indonesia musna dan 1.8 juta Ha hutan 

tersebut dihancurkan dalam jangka waktu pertahun sekitar antara tahun 2000 

sampai 2005.(Arifa, 2015) 

Tidak hanya sampai disitu Indonesia juga mencatatkan diri dalam ranah 

International sebagai negara di urutan ke sembilan terluas di dunia dengan luas 

wilayah hutan yang dimiliki seluas 94,1 juta hektare, adapun sampai saat ini 

berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memulihkan, 

mempertahankan, dan melestarikan hutan dengan berbagai mekanisme melalui 

jasa hutan, akan tetapi Indonesia dalam hal ini termasuk kedalam golongan salah 

satu negara terbanyak dalam menyumbangkan emisi CO2, adapun hal tersebut  

yang salah satunya disebabkan oleh peristiwa terbakarnya hutan di wilayah 

Indonesia di setiap tahunnya, berbagai permasalahan lingkungan, yang dialami 

oleh Indonesia terkait dengan kerusakan lingkungan sampai saat ini masih 
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menjadi isu nasional yang seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius dari 

pemerintah, karena mengingat akibat atau dampak yang ditimbulkan sangatlah 

besar dan merugikan bagi kelangsungan hidup manusia.(Rahmadi, 2018) 

Dalam hukum international mengandung prinsip yang menyatakan bahwa 

tiap-tiap negara masih tetap memiliki kedaulatan bagi wilayah negara itu sendiri. 

Akan tetapi walaupun demikian permasalahan lingkungan yang rusak dengan 

terbakarnya hutan menjadi sebuah polemik International karena akibat dari kasus 

ini dapat berdampak pada pencemaran udara yang melintasi batas yurisdiksi 

hingga ke Negara yang lain, terkait dengan permasalahan  ini sebelumnya  telah 

disebutkan dalam hukum international dengan istilah Transboudari Pollution, 

sehingga dari kasus tersebut di atas tidak sedikit negara-negara mengajukan 

keberatan serta desahan dan protesnya kepada negara Indonesia terkait dengan isu 

permasalahan pencemaran udara lintas batas dan sesegera mungkin agar Indonesia 

dapat menyelesaikan  dan bertanggung jawab akibat kabut asap dan pencemaran 

udara yang telah ditimbulkan.(Widodo, 2017) 

Hukum International memberikan pilihan kepada masing-masing negara 

untuk dapat memilih cara dan kebijakan guna untuk mengontrol serta mengatasi 

akar dari sumber pencemaran lintas batas yang terdapat dalam wilayah atau 

yurisdiksi dari negara tersebut. Terkait dengan aturan-aturan international 

mengenai transboundary haze pollution atau pencemaran lingkungan Indonesia 

juga telah mengatur regulasi tersebut yang mana terdapat di dalam pasal 2 huruf 

(A) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang hak-hak masyarakat terhadap 

lingkungan hidup adapun aturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan serta 
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perlindungan dalam lingkungan hidup didasarkan pada tanggung jawab negara. 

(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup, n.d.) 

Akan tetapi pada kenyataanya yang terjadi di lapangan indonesia justru 

gagal dalam mengelola lingkungan hidup, dan akibatnya banyak sekali terjadi 

kasus hutan dan lahan yang terbakar yang disebabkan oleh keadaan alam maupun 

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait dengan tanggung 

jawab negara dalam perjanjian internasional dapat dikelompokkan menurut 

subjeknya yang terbagi atas dua bilateral dan multilateral.(Wikipedia, 2021) 

1. Bilateral merupakan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang di buat oleh kedua 

negara 

2. Multilateral merupakan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang di buat dan 

diikuti oleh banyak negara. 

Dari kasus hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Sumatera apabila 

ditinjau pada sisi subjeknya maka kasus tersebut dapat tergolong ke dalam sebagai 

perjanjian multilateral, di mana ada dua benturan aturan yang terjadi antara 

prinsip international dan perjanjian international. Adapun di dalam aturan hukum 

International bahwa negara Indonesia seyogyanya tidak bisa di tuntut oleh negara 

lain akibat kebakaran hutan yang terjadi, akan tetapi di dalam perjanjian 

international indonesia dapat dituntut ganti kerugian atas kebakaran hutan 

tersebut. Namun apabila jika suatu negara terbukti melanggar atau tidak mematuhi 

perjanjian international dalam hal ini ( traktat ) maka akan berlaku asas jika suatu 

perjanjian dilanggar oleh suatu negara maka akan menimbulkan kewajiban untuk 

mengganti kerugian atas pelanggaran tersebut.(J.G, 2007)  
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Adapun dalam prinsip international dalam asas facta sunt servanda “ 

bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat bersifat mengikat dan harus ditaati oleh 

pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hukum international, ketentuan mengenai 

pertanggungjawaban negara masih dalam tahap yang belum sempurna, kendati 

demikian ILC dalam hal ini sebagai salah satu organ dari PBB diberikan tugas 

dalam membuat aturan dan perumusan masalah terkait pertanggungjawaban 

negara yang saat ini terus berusaha untuk membahas serta merumuskan mengenai 

draft tersebut. (Nurdin, 2021) 

Meskipun hanya berbentuk sebuah draft, akan tetapi ILC melibatkan 

berbagai ahli hukum internasional yang terkemuka yang diwakili oleh setiap 

Negara untuk melakukan dan mempersiapkan hukum international sebagai 

rujukan atau sumber tambahan dari hukum international lainnya(Nurdin, 2021) 

Munculnya tanggung jawab sebuah negara terhadap lingkungan yang 

kurang baik hal tersebut berkaitan dengan tindakan serta kegiatan yang dilakukan 

di wilayah suatu negara tersebut, yang dapat memicu kerugian terhadap 

lingkungan dan tidak mengenal batas negara. Hukum international sebelumnya 

sudah mengatur mengenai hak-hak negara atas lingkungan, di mana pada aturan 

hukum international menyebutkan bahwa setiap negara sama-sama mempunyai 

hak atas kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak terhadap setiap 

masyarakat negaranya. (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015) 
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Sama halnya dengan peraturan hukum international adapun di dalam pasal 

5 butir 1 UUPLH NO 23 1997 mengenai aturan pokok tentang pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup” yang menegaskan bahwa setiap orang berhak 

atas lingkungan yang sehat dan baik. Dan hal ini juga selaras dengan Deklarasi 

PBB mengenai Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tahun 1948 yang 

menegaskan bahwa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan standar dan 

kualitas lingkungan yang baik dan layak bagi dirinya.(Draft of The United Nation 

Conferences on The Human Environment, n.d.)  

Terkait dengan munculnya tanggung jawab negara akibat aktivitas atau 

tindakan dari sebuah negara terhadap negara lain yang ditegaskan dalam 

Konferensi PBB di Stockholm 1972 yang menegaskan semua negara pada 

umumnya mempunyai hak berdaulat dalam memanfaatkan dan melakukan 

pengambilan terkait dengan sumber daya alam atau yang disingkat dengan (SDA) 

di wilayah negaranya serta bertanggung jawab pada setiap aktivitasnya dalam 

melakukan kegiatan eksploitasi, hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh suatu negara tidak menimbulkan kerugian pada negara lainnya. 

Sejalan dengan aturan di atas adapun dalam pasal 194 UNCLOS tahun 1982 

bahwa setiap negara haruslah menjamin agar aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan di bawah yurisdiksi harus di bawah pengawasannya agar tetap terjaga 

dan tidak mencemari negara lain.(Trianita, 2000) 

Sedangkan dalam hal tanggung jawab negara dan kompensasi bagi para 

negara korban akibat pencemaran udara dari kebakaran hutan di bawah 

pengawasan dan wilayah yurisdiksi negara tersebut telah diatur dalam Prinsip 22 
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Deklarasi Stockholm di mana negara tersebut harus bertanggung jawab. (Liabilitty 

Convention 1972 International for Damage Casued, n.d.) 

Berdasarkan uraian dan hasil tulisan yang penulis jabarkan dari latar 

belakang masalah, adapun peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih 

dalam lagi terkait dengan pertanggung jawban negara dan akan mengangkatnya 

kedalam penelitian yang berjudul tentang “ Analisis Yuridis Terhadap 

Pertanggungjawaban Negara Akibat Pencemaran Udara Lintas Batas Negara”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan masalah yang telah diutarakan di atas dimana fokus 

penelitian ini mengenai pencemaran udara lintas batas negara yang terkait dengan 

prinsip pertanggungjawaban negara berdasarkan Asean agrement on 

transboundary haze polution adapun terdapat beberapa masalah dan identifikasi 

yang penulis kelompokan ke dalam 3 (tiga) identifikasi sebagai berikut:  

1. Adanya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ? 

2. Adanya tuntutan dari masyarakat international terhadap kebakaran hutan 

di Indonesia. 

3. Kebakaran hutan terjadi dikarenakan adanya perluasan lahan dan 

pembangunan usaha oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya kajian yang penulis buat maka dalam hal ini penulis 

akan melakukan pembatasan masalah agar penelitan ini dapat terarah dan terfokus 

serta sesuai dengan tujuan penelitian adapun batasan masalah dalam penelitan ini 

sebagai berikut:  
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1. Fokus masalah mengenai pertanggung jawaban negara akibat pencemaran 

udara Haze polution linta batas berdasarkan perjanjian international Asean 

Agreement Transboundari Haze Pollution (AATHP) 

2. Fokus masalah mengenai kebakaran hutan di wilayah Sumatera Indonesia 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas 

maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran 

udara kabut asap lintas batas negara berdasarkan Hukum Internasional? 

2. Bagaimanakah Upaya pertanggungjawaban Indonesia kepada negara yang 

terdampak akibat kebakaran hutan di Pulau Sumatera (Riau)? 

1.5  Tujuan Penelitian  

Berbdasarkan hasil dari permasalahan-permaslahan dalam penelitian ini 

yang sebagaimana telah penulis jabarkan pada bab pendahuluan di atas maka 

didapatlah kesimpulan terkait tujuan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggunjawaban negara berdasarkan 

perjanjian International (AATHP)  

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Indonesia akibat kebakaran hutan 

di Sumatera Riaiu 
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1.6 Manfaat Penelitian  

Sebagaimana biasanya dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, adapun 

di dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yang terbagi atas manfaat teoritis 

dan praktis yaitu : 

1.6.1 Manfaat teoritis :  

1. Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat serta 

berguna bagi mahasiswa/i dalam melakukan pembelajaran agar dapat 

membantu dan memahami materi dalam belajar ilmu hukum 

terkhususnnya mahasiswa ilmu hukum dalam mata kuliah hukum 

internasional. 

2. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dari 

penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitan mengenai 

tanggungjawab negara dalam hukum international 

1.6.2 Manfaat praktis :  

Pada penelitian ini adapun manfaat praktis menurut penulis yaitu: 

1. Dalam penelitian ini manfaat bagi penulis sendiri adalah dimana penulis 

dapat memahami perihal tanggungjawab negara dalam hukum 

international baik terkait dengan pelaksanaannya maupun dalam 

mekanisme hukumnya, serta dalam penelitian ini manfaat yang di peroleh 

bagi penulis sendiri adalah terkait dengan bertambahnya pengetahuan-

pengetahuan terkait dengan tanggungjawab negara akibat kabut asap 

dalam hukum international 
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2. Dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan 

maysarakat terutama pihak-pihak terkait mengenai tanggung jawab negara 

dalam hal pencemaran udara lintas batas. 

3. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah serta 

dapat memberikan input kepada pihak terkait agar lebih berupaya menjaga 

lignkungan hidup demi kelangsungan hidup manusia kedepannya. 

4. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta 

dapat digunakan sebagai pembelajaran agar lebih menjaga dan paham 

bahwa rusaknya lingkungan hidiup dan meluasnya kebarakan hutan dapat 

menyebabkan rusaknya lingkungan dan dapat memicu keruskan ekosistem 

serta memicu pertanggungjawaban negara secara international.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teoritis  

2.1.1 Teori-teori Tanggung Jawab Negara 

Pada dasarnya, menurut Malcolm N.Shaw yang dalam bukunya F. Sugeng 

Istanto munculnya tanggung jawab negara didasarkan atas dua teori, yaitu teori : 

1. Teori resiko atau ( risk theory) adalah bahwa suatu negara mutlak 

bertanggung jawab atas tindakan, aktivitas dan perbuatan yang 

menimbulkan akibat yang merugikan dan dapat membahayakan terlepas 

kegiatan tersebut mempunyai legalitas hukumnya. Dan kemudian teori ini 

yang secara otomatis melahirikan prinsip tanggung jawab mutlak ( 

absolute liability, strict liability) atau tanggung jawab objektif (objective 

responsibility) adapun penerapan dan cotnoh dari teori resiko ini adalah 

terdapat dalam pasal 2 liabiliti conventon 1972 yang menegaskan “ setiap 

negara pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah 

merugikan negara lain dengan membayar kompensasi atas kerugian pada 

pesawat udara yang dialami oleh sebuah penerbangan dimana kerugian 

dan kecelakaan yang di timbulkan disebabkan oleh benda angkasa milik 

suatu negara yang masih dalam batas yurisdiksinya.  

2. Teori kesalahan (fault theory) adalah sebuah tanggung jawab yang 

dibebankan kepada sebuah negara yang  timbul apabila dalam hal 

perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. 

Dimana suatu perbuatan baru dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan 
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tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan kelalaian yang tidak dapat 

dibenarkan. Teori dan praktek hukum international ini tidak mensyaratkan 

adanya kesalahan perbuatan alat kelengkapan negara yang bertentangan 

dengan hukum international yang dapat menimbulkan 

pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung 

jawab tanpa adanya kerusakan bagi pihak yang menuntut 

pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara 

tersebut. Teori kesalahan ini melahirkan prinip tanggung jawab subjektif 

(subejctive responsisiblity) atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan 

(liability base on fault).(Istanto, 2014) 

Lebih lanjut Malcolm menambahkan bahwa karakteiristik dari 

pertanggungjawaban negara di dasarkan atas :  

1. Adanya sebuah kewajiban international yang mengikat antara negara 

peserta. 

2. terdapat sebuah kegiatan atau kelalaian dalam sebuah aktivitas yang dalam  

hukum Internasional di anggap sebagai sebuah pelanggaran, maka dalam 

hal ini akan melahirkan tanggung jawab negara 

3. terdapatnya kerugian yang disertai kerusakan akibat dari perbuatan yang 

dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum Internasional. 

Pada dasarnya karakteristik di atas menegaskan, bahwa jika sebuah negara 

melakukan perbuatan yang di lakukan baik itu oleh negara suatu badan 

pemerintahan maupun individu yang jika terbukti melanggar ketentuan hukum 

International serta dapat menimbulkan kerugian dan terganggunya suatu aktivitas 
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dari negara lain, maka negara yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dimintai 

pertanggungjawaban sesuai prinsip dalam hukum international.(Apriliyawati & 

Aida, 2021) 

 Berdasarkan dalam Dictionary of law menyebutkan bahwa “ obligation of 

a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation 

under international law”. Dalam aturan terkait pelanggaran yang dilakukan 

berarti bahwa apabila sebuah negara melanggar salah satu ketentuan dalam hukum 

Internasional maka negara tersebut berkewajiban untuk memberikan reparasi atau 

perbaikan guna untuk menghormati dan mentaati sebuah aturan hukum 

international. (Liabilitty Convention 1972 International for Damage Casued, n.d.) 

 Sugeng Istanto yang dalam bukunya mengemukakan pengertian tentang 

tanggung jawab negara. Menurutnya pertanggungjawaban merupakan kewajiban 

bagi negara pelaku atas kepasitan dan perhitungan akibat suatu tindakan yang 

salah secara international dengan cara memberikan pemulihan atas kerugian yang 

di derita oleh negara terdampak. (Istanto, 2014) 

Tanggung jawab dalam hukum international yang di dasarkan atas 

pemikiran bahwa setiap negara tanpa terkecuali tidak dapat menikmati hak nya 

secara penuh tanpa memikirkan dan menghargai negara lain. Akibatnya setiap 

perbuatan negara yang terbukti melakukan pelanggaran international terhadap 

negara lain maka negara pelaku wajib untuk memberikan pertanggungjawaban 

dan pemulihan kepada negara korban. Adapun unsur-unsur atau syarat mutlak 

agar sebuah negara dapat di mintai pertanggungjawabannya yaitu : 
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1. Harus adanya kewajiban international antara kedua negara atau lebih 

seperti halnya perjanjian ataupun konvensi 

2. Adanya sebuah tindakan kelalaian yang di anggap melanggar kewajiban 

international  

3. Adanya kerugian dan kerusakan yang terjadi yang di akibatkan oleh 

negara pelaku. 

Sejalan dengan syarat-syarat mutlak bahwa sebuah negara dapat di mintai 

pertanggungjawaban Shaw menambahkan bahwa ketika negara korban ingin 

meminta sebuah pertanggungjawabannya maka haruslah memenuhi syarat-syarat 

tersebut, namun dalam hal jika salah satu syarat dan ketentuan tersebut tidak dapat 

dibuktikan maka negara tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya 

secara Internasioanl.(Shaw, 2008)  

2.1.2 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Negara  

Sebuah tanggung jawab dikenal dengan istilah state responsibillity yang 

merupakan sebuah prinsip fundamental dalam tatanan hukum international di 

mana prinsip ini bersumber dari doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana 

hukum International. Dalam hal tanggung jawab dapat timbul apabila adanya  

sebuah pelanggaran International yang melanggar kewajiban international yang 

berdasarkan pada perjanjian internaional dan kebiasaan international.(Sujatmoko, 

2014) 

Kata tanggung jawab yang penulis kutip dari situs resmi kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah suatu bentuk dimana negara pelaku haruslah 



22 

 

 

menanggung segala sesuatu akibat dari hasil tindakan atau perbuatannya baik itu 

berupa kesalahan maupun kelalaian.(KBBI, 2012) 

 Sampai saat ini dalam hukum international belum ada ketentuan yang jelas 

untuk mendefenisikan mengenai pertanggungjawaban negara adapun sebelumnya 

di dalam Draft Article ILC 2001 hanya menjelaskan ( Responsibillity of a state its 

internationally wrong full acts) yang berarti setiap perbuatan dan kegiatan yang 

dilakukan oleh suatu negara  dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut tidak 

dibenarkan secara International hal tersebut secara otomatis akan menimbulkan 

pertanggungjawaban oleh suatu negara.(J.G, 2007) 

Dalam hukum Internasional dikenal tiga istilah hukum yang berkaitan 

mengenai tanggungjawab negara adapun Feter Salim berpendapat bahwa istilah 

tersebut dikelpomokan ke dalam tiga bagian yang pertama adalah acountability 

yang kedua adalah liabilty dan yang ketiga adalah responsisibliti sejalan dengan 

itu Henry Cambell Black juga berpendapat mengenai istilah pertanggungjawaban 

yang  dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan Istilah pertama mengenai 

accountability yang secara umum berkenaan dalam permasalahan keuangan serta 

kepercayaan terhadap lembaga tertentu. Istilah yang kedua Liability merupakan 

sebuah tanggungjawab dalam hukum.  

Pertanggungjawaban dalam arti Liability, yaitu bertanggung 

pertanggungjawaban dalam bentuk keperdataan, dan harus mengganti rugi atas 

tindakan yang telah diperbuat. Secara umum  liability berkenaan dalam hal sebuah 

tuntutan yang dilakukan di depan pengadilan perdata. (Asean Agreement of The 

Conservation of Nature and Natural Resources, n.d.)  



23 

 

 

Tanggung jawab menururt atau yang di kenal dengan istilah liabiliti yang 

berarti menanggung semua beban kerugian akibat dari tindakan baik atas nama 

pribadi maupun orang lain. (KBBI, 2012) adapun Prinis-prinsip tanggung jawab 

dalam hukum keperdataan di bagi atas tiga sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban berdasarkan prinsip liability base on fault 

2. Pertanggungjawaban berdasarkan prinsip presumsion of liabillity  

3. Pertanggungjawaban berdasarkan prinsip absolute liability or strict 

liability 

Berdasarkan dari ke 3 (tiga)  istilah di atas, sebuah perbuatan atau tindakan 

untuk merespon sebuah masalah  yang pada intinya ikut menanggung beban 

perbuatan akibat tindakan yang diperbuat adapun permasalahan ini sering 

dikaitkan atau dipergunakan dalam pelanggaran ham, dengan kata lain dapat di 

artikan juga sebagai keharusan untuk menganggung segala perbuatan untuk 

memperbaikinya.(Dr. Sefriani, S.H., 2016) 

 Kata responsibility diartikan sebagai menanggung segala beban yang 

terjadi akibat tindakan yang dapat dipersalahkan dengan sanksi pidana yang 

dilakukan oleh penegak hukum berbeda halnya dengan hukum internasional 

responsibility diartikan sebagai tanggung jawab negara dalam hal pelanggaran 

internasional atas tindakan yang yang dilakukan yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban dengan cara pemenuhan, perbaikan ataupun reparasi. 

Adapun hal ini juga berkaitan dengan menjaga dan menghormati hak asasi 

masyarakat negara lain.(Putra, 2015) 
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Tanggung jawab negara dapat timbul secara international yaitu :  

1. Melakukan tindakan atau perbuatan dan disertai dengan adanya unsur 

pelanggaran International serta berkaitan dengan humanrighst (action), 

dan secara sengaja berbuat lalai dan tidak berbuat apapun atau dengan kata 

lain membiarkan pelanggaran hak asasi manusia tersebut terjadi  

2. Terdapatnya tindakan dan kegiatan internasional yang terbukti secara sah 

melanggar ketentuan dan kewajiban International. (Hakim, 2014) 

2.1.3 Tinjauan Umum tentang Munculnya Tanggung Jawab Negara 

Di dalam menjalin hubungan antar negara pada dasarnya sangatlah penting 

terkait dengan hak kedaulatan yang di miliki oleh Negara yang pada intinya 

sebuah negara yang berdaulat tidak akan tunduk dengan negara berdaulat lainnya  

karena pada umumnya setiap negara memiliki hak berdaulat secara penuh 

terhadap masyarakat, barang-barang, tindakan serta semua aktivitas dan perbuatan 

yang berada dalam wilayah teritorialnya. Namun, hak berdaulat yang di miliki 

oleh  sebuah negara tidak serta merta untuk berbuat atau melakukan sesuatu 

dengan sembarangan meskipun negara memiliki kedaulatan akan tetapi 

kedaulatan itu harus di jaga dengan menghormati kedaulatan dari negara lain 

karena terkait dengan kewajiban negara apabila negara tersebut menyalahgunakan 

kedaulatannya dan dapat mengancam dan membahayakan negara lain maka 

negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional.(Dr. 

Sefriani, S.H., 2016) 
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Dalam hubungan yang melibatkan antar negara yang pada interaksinya 

kemungkinan salah satu negara berbuat kesalahan maupun pelanggaran yang bisa 

saja merugikan negara lain dalam hal ini besar kemungkinan akan memunculkan 

pertanggungjawaban negara tersebut, adapun pertanggungjawaban negara dalam 

konsep hukum international melatarbelakangi pemikian bahwa setiap negara yang 

mimiliki haknya haruslah menghargai hak dari negara lain terkait dengan tindakan 

yang melanggar hukum internasional yang dapat merugikan negara lain maka 

pada dasarnya negara tersebut wajib untuk memberikan pemulihan, memperbaiki 

serta bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Adapun dalam sistem 

hukum hal ini merupakan sebuah hal biasa di mana setiap pelanggaran 

internasional yang di lakukan oleh suatu negara akan menimbulkan 

tanggungjawab terhadap negara tersebut.(Adolf, 2011) 

Hukum international terbagi atas dua sistem aturan yang pertama primary 

rules dan yang ke dua secondary rules, adapun primary rules dapat diartikan 

sebagai aturan yang berisi tentang hak dan kewajiban suatu negara yang mana 

aturan tersebut biasanya di tuangkan ke dalam bentuk perjanjian Internasional, 

sedangkan secondary rules merupakan sebuah aturan yang mengatur mengenai 

akibat hukum yang dilakukan oleh suatu negara yang pada intinya negara tersebut 

melanggar aturan dari primary rules adapun atutran secondary rules ini biasanya 

dikenal dengan hukum tanggung jawab negara atau state responsisiblity.(Dr. 

Sefriani, S.H., 2016) 

2.1.4 Tinjauan Umum tentang Element Tanggung Jawab Negara  
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Setiap pelanggaran International yang dilakukan oleh suatu negara akan 

melahirkan tanggungjawab Negara yang di kenal dalam sistem hukum 

Internasional sebagai international Wrongful Acts. Dalam hal perbuatan yang di 

lakukan oleh suatu negara baik oleh negara itu sendiri maupun tidak hal tersebut 

dapat dikelompokan ke dalam dua unsur yaitu :  

1. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh negara tersebut dapat dilimpahkan 

kepada negara itu sendiri berdasarkan aturan hukum Internsional.  

2. Perbuatan atau tindakan tersebut haruslah di buktikan dan mengandung 

unsur kesalahan terhadap kewajiban Internasional.  

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

karakteristik dari perbuatan suatu negara telah di atur dalam hukum Internasional 

yang di kenal dengan Internasional Wrongfull Acts, dalam hal ini kaitannya 

adalah bahwa sejatinya perbuatan tersebut dalam hukum nasional sekalipun 

menyatakan sah namun dalam hal hukum Internasional menyatakan perbuatan 

tersebut merupakan sebuah pelanggaran Internasional, maka yang akan di 

berlakukan adalah apa yang telah di tetapkan berdasarkan pada aturan hukum 

International. (Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, n.d.) 

Ada pelanggaran terhadap kewajiban international di mana suatu 

perbuatan dapat dipersalahkan menurut hukum international (international 

wronful acts of state) yang akan melahirkan tanggungjawab negara secara 

Internasional, selanjutnya dalam Draft Article ILC yang merupakan sebuah 

instrumen hukum international yang mengatur mengenai kebiasaan dalam hal 

tanggungjawab negara (state of responsibility) yang dapat ditentukan bahwa 



27 

 

 

kapan sebuah tindakan yang di lakukan oleh suatu Negara dapat dianggap 

bersalah. 

Selanjutnya dalam pasal 1 dan pasal 2 Draft ILC 2001 yang menegaskan 

bahwa tindakan yang di lakukan oleh suatu negara dapat dianggap bersalah 

menurut hukum Internasional apabila tindakan yang dilakukan dapat di 

atribusikan kepada negara tersebut ( atribution of conduct to a state) dan kedua 

apabila tindakan suatu Negara dapat dibuktikan mengandung unsur pelanggaran 

terhadap kewajiban internasionalnya. (breach of an international obligation).  

Berkaitan dengan itu dalam sebuah Draft ILC 2001 tidak memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan batasan terhadap suatu negara kapan 

dapat dianggap melanggar kewajiban International terkait hal tersebut bahwa 

dalam hal kapan suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban hal ini 

tergantung pada penerapannya dan di tentukan melalui sumber-sumber hukum 

Internasional lainnya.(Adolf, 2011) 

Tanggungjawab negara dalam Draft ILC 2001 terbagi atas 59 pasal yang 

di bagi ke dalam 4 (empat) bagian, 

1. memuat tentang The internationally wroful act of a state 

2. memuat tentang Content of the international Responsibility of a state 

3. memuat tentang The implementation of the international Responsibility of 

a state, 

4. memuat tentang General Provission.  

Dalam hukum international adapun perhatian yang cukup banyak adalah 

perihal penunjukan siapa yang dapat melakukan penuntutan berdasarkan 
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tanggungjawab negara, adapun hal ini sebelumnya telah diatur dalam bagian 

ketiga The implementation of the international Responsibility of a state. Yang 

berarti bahwa hukum Internasional klasik hanya menunjuk pertanggungjawaban 

negara hanya sebatas pada Negara yang dirugikan. Sejalan dengan itu Dalam 

Draft ILC 2001 mengenai perbedaan antara negara yang dirugikan dengan negara 

yang tidak di rugikan dalam hal tanggung jawab negara yang diatur dalam pasal 

42 Adapun regulasi terkait pasal 42 Draft Articles ILC 2001 menegaskan bahwa, 

sebuah negara dapat dirugikan apabila adanya pelanggaran dari sebuah kewajiban 

individual secara International.  

Aturan tersebut manakala terjadi pada berbagai perjanjian bilateral dan 

komitmen sepihak (unilateral comitment) seperti sebuah komitmen bahwa setiap 

negara tidak boleh menggunakan jenis senjata tertentu, saling menjaga kawasan 

atau wilayah laut dengan tidak mengambil sumber daya alam seperti ikan di 

beberapa tempat yang telah di tentukan, ketentuan umum hukum international 

yang melahirkan kewajiban tertentu antar dua negara seperti repation state dalam 

international watercourse, serta perjanjian multilateral yang menimbulkan 

kewajiban yang bersyarat tertentu antara satu dengan yang lain.(Draft Articles on 

Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts, ILC, 2001) 

2.1.5  Tinajaun Umum tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran 

Udara  

Pencemaran Udara dapat diartikan sebagai sebuah komponen yang sangat 

diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidupa lain guna 
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untuk mempertahankan kelangsungan hidupannya.(Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., 

Dr. Burhan Muslim, 2018) 

Udara perupakan percampuran sebuah gas yang memiliki warna 

transparant serta tidak menimbulkan bau yang termasuk kedalam golongan 

oksigen dan nitrogen yang dapat dihirup.(KBBI, 2012) 

Chambers dalam bukunya mendefinisikan mengenai pencemaran udara, 

merupakan adanya pertambahan bahan kimia dan substrak fisik yang masuk 

melalui udara normal dalam jumlah terntetu dan dapat memberikan efek terhadap 

mahluk hidup, manusia,hewan,tumbuhan serta dapat di ukur dan di deteksi oleh 

manusia. Pencemaran udara di Indonesia biasanya terdapat di wilayah atau kota 

besar seperti Jakarta dan beberarapa wilaya di pulau Jawa, tentunya masalah ini 

cukup menghawatirkan, mengingat udara yang tercemar dapat disebabkan oleh 

beberapa aktivitas seperti kendaraan, perusahaan industri, dan perumahan yang 

kemudian berbagai kegiatan dan aktivitas tersebut  dapat menghasilkan sebuah 

pencemaran yang bercampur kedalam udara bebas.  

Udara yang tercemar dapat juga diakibatkan oleh berbagai faktor antara 

lain aktivitas alam kebakaran hutan, letusan gunung, gas alam yang mengandung 

racun dan lain sebagainya hal ini tentunya berakibat pada turunya kualitas 

terhadap udara yang dapat menimbulkan efek yang tidak baik terhadap kesehatan 

manusia. (Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, 2018) 

2.1.6 Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap 

Kebakaran Hutan 
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Indonesia memiliki luas wilayah hutan sebesar 53% dari luas total yang 

ada di dunia, hal ini kemudian menjadikan hutan indonesia sebagai paru-paru nya 

dunia dengan banyak nya jenis hutan tropis yang di miliki sepanjang hamparan 

wilayah Sumatera, Kalimantan bahkan Irian Jaya. Dengan luasnya wilayah hutan 

yang di miliki Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sendiri sebagai salah 

satu penghasil kayu terbesar serta berpotensi mengalami permasalahan-

permasalahan lingkungan seperti penbangan liar serta pembakaran hutan. adapun 

lingkungan hidup yang saat ini menjadi permasalahan dan sering dibicarakan 

dalam beberapa tahun terakhir adalah perihal lapisan ozon yang saat ini semakin 

menipis dan di tambah dengan adanya pengaruh iklim yang tidak menentu.  

Permasalahan dan kerusakan lingkungan hidup yang di alami Indonesia 

beberapa waktu lalu terjadi di wilayah Sumatera Riau dikarenakan terjadinya 

kebakaran hutan yang saat itu di alami oleh warga setempat serta warga lain yang 

berada di luar wilayah hutan bahkan warga atau masyarakat negara lain yang ikut 

terkena dampaknya di mana hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas negara 

lain yang juga mengalami kerugian bagi negara dan warga negara tetangga akibat 

pencemaran udara yang terjadi di indonesia.(Fadli et al., 2019) 

Kebakaran hutan di Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab negara 

terhadap masyarakat baik kepada masyarakat lokal maupun masyarakat 

Internasional dimana dalam hal ini  mengingat tanggungjawab tersebut indonesia 

telah membuat aturan hukum mengenai perlindungan, pencegahan, perusakan 

kebakaran hutan yang terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 huruf 

H, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Undang-
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undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, Peraturan Mentri Nomor 12 Tahun 2009 

tentang pengendalian kebakaran hutan. Semua aturan tersebut adalah sebagai 

bentuk upaya pertanggungjawaban negara dalam mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan hidup serta kebakaran hutan di indonesia. (Adolf, 2011) 

Selanjutnya terkait dengan keseriusannya negara indonseia lewat 

Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan 

dengan berdasarkan tujuan Prosedur Operasi yang dimaksudkan untuk 

menyatukan pihak terkait seperti lembaga, pemda, pelaku usaha serta peran serta 

masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan 

secara efektif dan efisien.(Sumatmadja, 1989)  

Setiap negara umumnya memiliki hak dan kewajiban yang sama mengenai 

tanggung jawab negara, hal ini dimaksudkan bahwa negara mempunyai hak dan 

kewajiban dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya di 

wilayah nya masing-masing. Adapun hal ini terdapat pada sebuah aturan hukum 

international mengenai prinsip yang menyatakan bahwa semuan negara tanpa 

terkecuali memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya serta bertanggung 

jawab atas semua perbuatan dan aktivitas yang dilakukan dan memastikan bahwa 

perbuatan, aktivitas dan pemanfaatan sumber daya alamnya tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan pada negara lain yang berada di luar wilayah 

teritorialnya.(Fadli et al., 2019) 

2.1.7 Tinjauan Umum tentang Kebakaran Hutan 
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Bambang Prabowo mengemukakan pendapatnya bahwa terbakarnya hutan dan 

terbakarnya lahan itu berbeda, pasalnya hutan yang terbakar hanyalah sebatas area 

hutan saja sementara itu terbakarnya lahan merupakan peristiwa terbakarnya area 

di luar kawasan hutan. terkait dengan terbakarnya hutan dan lahan di pengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia antara lain kegiatan pengelolaan 

dan perladangan, hutan dengan tanaman industri, pembukaan maupun terjadi 

karena keadaan alam.(Islam & Biologi, 2019) 

 Terbakarnya hutan dan lahan sangat berdampak pada rusaknya lingkungan 

terutama musnahnya beberapa hutan dan lahan diarea yang rawan terjadinya 

kebakaran, maka dari itu Pemerintah haruslah berupaya untuk melindungi dan 

melakukan pencegahan di wilayah hutan dan lahan yang rawan terjadinya 

kebakaran mengingat banyaknya kasus terbakarnya hutan di Indonesia yang 

terjadi di setiap tahunnya.(Islam & Biologi, 2019) 

 Terkait dengan permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di 

wilayah Indonesia, adapun data ini penulis peroleh dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana atau yang disingkat dengan (BNPB), berikut beberapa 

contoh kasus terbakarnya hutan di wilayah Indonesia antara lain : 

1. Terbakarnya hutan di wilayah Bali pada tahun 2012 yang mana dari 

peristiwa tersebut menghanguskan area seluas 160 ha dan disusul pada 

tahun yang sama tepatnya pada bulan september terbakarnya hutan dan 

lahan di wilayah Kalimantan Barat yang terbakar seluas 52 ha dan kasus 

kebakaran hutan yang ketiga di tahun yang sama terjadi di wilayah Jawa 

timur dengan luas hutan yang terbakar seluas 50ha.(BNPB 2012, n.d.) 
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2. Selang satu tahun kemudian tepatnya di tahun 2013 peristiwa terbakarnya 

hutan terulang kembali tepatnya di wilayah Sumatera Riau, Kalimantan, 

Jawa, Sulawesi yang terjadi antara periode Juni hingga Oktober 2013 

dengan luas area mencapai 10.000ha(Kemenhut 2013, n.d.) 

3. Terbakarnya hutan di tahun 2014 juga semakin meningkat dari 2 (dua ) 

tahun sebelumnya dimana pada waktu itu kebakaran hutan yang terbanyak 

di wilayah Sumatera Riau dan bebebrapa area lain seperti Jawa, Sulawesi, 

Kalimantan dengan luas total yang terbakar kurang lebih 20.000ha 

4. Menyusul peristiwa terbakarnya hutan di tahun 2014 peristiwa yang sama 

juga terjadi di tahun 2015 di mana titik-titik panas di wilayah Sumatera 

terus meningkat yang mana akibat dari peningkatan tersebut 

menghanguskan wilayah hutan seluas 2,6 juta ha. 

Adapun terkait dengan terbakarnya hutan di Indonesia yang penulis 

dapatkan dari BMKG bahwa terdapat 186 titik panas di wilayah Pekan baru, 60 

titik panas di wilayah pelawan, 45 titik panas di wilayah Indragili, serta 52 titik 

panas yang terdapat di wilayah Dumai Riau.(BMKG 2015, n.d.) 

2.2 Kerangka Yuridis 

2.2.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pengertian lingkungan hidup yang sebagaimana terdapat dalam pasal 1 

angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan lingkungan hidup bahwa “lingkungan hidup merupakan satu kesatuan 

dari mahluk hidup, benda, keadaan, daya, termasuk juga prilaku dari manusia 
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yang dapat mempengaruhi alam dan juga kelangsungan dan kesejahteraan mahluk 

hidup itu sendiri”. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, n.d.) 

Berdasarkan dari pengertian tersebut di atas bahwa lingkungan hidup 

adalah sebuah kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dilepaskan 

antara satu dan lainya, pendapat tersebut menegaskan bahwa antara lingkungan 

dan mahluk hidup yang pada intinya memiliki sebuah kesatuan yang sudah 

tersistem dan saling berhubungan dalam hal segi kualitas lingkungan itu 

sendiri.(Sumatmadja, 1989) 

Adapun lingkungan itu sendiri di bagi kedalam tiga jenis kelompok dasar 

yang pertama adalah lingkungan fisik (Physical environment) yang berarti 

lingkungan yang berada di sekitar mahluk hidup yang berwujud benda mati 

seperti bangunan, gunung, udara, dan kendaraan. Adapun lingkungan yang 

tergolong dalam bentuk kedua yaitu lingkungan biologis (biological environment) 

yang berarti bahwa segala sesuatu yang berada di dekat manusia yang bernyawa 

seperti tumbuhan, hewan. Lingkungan dalam bentuk ketiga adalah lingkungan 

sosial (Social environment) yang berarti manusia-manusia lain yang berada di 

sekitar antara lain teman, tetangga, maupun manusia lain yang belum 

dikenal.(Draft of The United Nation Conferences on The Human Environment, 

n.d.)  

Berkaitan dengan lingkungan di mana udara pada umumnya merupakan 

bagian yang sangat di butuhkan oleh manusia terkait dengan kelangsungan 
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hidupnya,  Chambers dalam bukunya mendefinisikan mengenai Pencemaran 

udara, yaitu :  

Pencemaran udara merupakan adanya pertambahan bahan kimia dan 

substrak fisik ke dalam udara normal dalam jumlah terntetu yang dapat 

memberikan efek terhadap mahluk hidup, manusia,hewan,tumbuhan serta dapat di 

ukur dan di deteksi oleh manusia. Pencemaran udara di wilayah Indonesia 

khususnya yang terdapat di kota besar, tergolong menghawatirkan. Pencemaran 

udara dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas seperti halnya oleh manusia itu 

sendiri, industri, kendaraan, kantor, dan perumahan, yang kemudian aktivitas 

tersebut menghasilkan kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke 

udara bebas.(Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, 2018) 

Seiring dengan perkembangan zaman kebakaran hutan di indonesia 

tentunya masih belum dapat teratasi sampai saat ini, di mana pembakaran hutan 

dan penebangan secara liar di Indonesia masih sangat menghawatirkan, hal ini 

selalu di rasakan Indonesia di setiap tahunnya di beberapa tahun belakangan ini, 

dengan banyaknya berbagai kasus yang ada seperti pembakaran, penebangan yang 

secara ilegal yang terjadi membuat pemerintah Indonesia melalui Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 pasal 108 dengan tegas menyatakan sanksi pidana 

terhadap siapa saja yang terbukti dengan sengaja melakukan perusakan 

lingkungan pembakaran hutan dan lahan di ancam pidana minimal 3 (tiga) tahun 

dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda maksimal Rp 10 milliar. (Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup, n.d.) 
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Dalam aturan tersebut di atas juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana KUHP yang terdapat dalam pasal 187 menegaskan bahwa barang 

siapa yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana berupa pembakaran 

hutan dan lahan yang dapat merusaknya area lingkungan dan ekosistem, 

kebakaran, kebanjiran maka perbuatan tersebut dapat di jerat dengan hukuman 12 

(dua belas ) sampai 20 (dua puluh) tahun penjara perihal sansksi tersebut di atur 

secara berbeda tergantung pada sebesar apa akibat yang di timbulkan dari 

perbuatan yang di lakukan. Hal ini juga di perkuat dengan pasal 69 ayat 1 huruf 

(h) yang menegaskan pelarangan mengenai pembakran hutan. (Agung Ayu, 2014) 

Adapun sanksi pembakaran hutan sudah di atur sebelumnya dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang terdapat dalam pasal 50 ayat 3 yang 

menegaskan perihal pelarangan pembakaran hutan. Hal tersebut juga turut 

tertuang dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 

2014 yang menegaskan pelarangan bagi para pelaku usaha untuk membuka atau 

mengelolah lahan dengan cara membakar. Adapun sanksi pidana bagi para siapa 

saja yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan cara 

membakar hutan dan lahan terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai 

berikut: (Agung Ayu, 2014) 

1. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup atau yang di 

singkat dengan UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 

98, adapun sanksi yang di berikan merupakan akibat dari perbuatan yang 

di lakukan dengan cara membakar hutan dan lahan. 
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2. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup atau yang di 

singkat dengan UUPLH pasal 116 hinggan pasal 119 yang mengatur 

perihal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha atau korporasi 

yang siapa saja dapat di mintai pertanggungjawaban akibat perbuatan yang 

menimbulkan kerusakan pada lingkungan. 

3. Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 yang terdapat dalam 

pasal 108 yang menegaskan perihal penjatuhan sanksi pidana bagi para 

pelaku usaha perkebunan yang dengan sengja membuka dan mengelolah 

lahan dengan cara membakar. 

4. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang terdapat dalam 

pasal 78 ayat 3 yang menjelasakan perihal pelanggaran yang terdapat 

dalam pasal sebelumnya 56 ayat 1. 

5. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang terdapat dalam 

pasal 78 ayat 4 perihal penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang 

melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. 

2.2.2 ASEAN Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution 

Terkait dengan udara yang tercemar hingga melintasi batas negara adapun 

aturan tersebut selain pada perjanjian AATHP juga di atur dalam Konfrensi 

Sotkcholm yang mana dalam piagam tersebut setidaknya memuat 26 (dua puluh 

enam) prinsip dan kaedah terkait dengan pengelolaan lingkungan serta 

pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu negara yang mana dalam aktivitas 

tersebut besar kemungkinan negara terdekat atau berdampingan akan terkena 

dampaknya.(Deklarasi Stockholm 1972, n.d.) 



38 

 

 

Sejalan dengan itu dalam Piagam tersebut melakukan pembatasan 

mengenai hak kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara adapun aturan tersebut 

terdapat dalam pasal 21 yang sebagai mana telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia yang menegaskan bahwa berdasarkan Piagam PBB dan prinsip umum 

dalam hukum International menyatakan tiap-tiap negara memiliki kedaulatan 

untuk pemanfaatan sumber daya mereka sendiri, akan tetapi terlepas dari kegiatan 

tersebut negara wajib untuk memastikan bahwa tindakan dan aktivitas yang 

dilakukan dalam yursidiksi atau dalam kendali mereka tidak menimbulkan 

kerugian pada lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi 

nasional. 

Dalam aturan di atas terkait dengan lingkungan hidup yang sebagai mana 

terdapat dalam pasal 21 Prinsip Deklarasi Stockolm, yang pada intinya 

menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip umum dalam hukum International dan 

Piagam PBB bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara tidak akan 

terlepas dari pengawasan dan tanggungjawab atas aktivitas dan kegiatan yang 

dilakukan oleh suatu negara.(Deklarasi Stockholm 1972, n.d.) 

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam piagam Stockholm tersebut 

mengadopsi berdasarkan dari Hukum Romawi Tradisional, yang biasa di sebut 

dengan istilah sic utere teu ut alenium leades yang berarti bahwa setiap negara 

dalam mengelolah dan memanfaatkan sumber daya yang berada di wilayah 

yurisdiksi negara tersebut, tidak boleh menimbulkan kerugian di wilayah negara 

lain demikian prinsip tersebut telah di gunakan oleh ICJ dalam menyelesaikan 
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permaslahan antar negera antara lain : dalam kasus Trail Smetto Case, Corfu 

Chane Case, Loke Lanoux Arbitration. 

Dalam menindak lanjuti bebrbagai permasalahan lingkungan di kawasan 

asia maka para negara asia tenggara melakukan pertemuan kembali terkait dengan 

kerja sama antar negara ASEAN yang mana dalam pertemuan tersebut 

menghasilkan kesepakatan antar negara mengenai pencemaran Haze Polution 

lintas batas negara yang mana dalam kesapakatan terseut bertujuan dalam 

pertanggugnjawaban dan pencegahan dari pencemaran udara lintas batas yang 

dilakukan secara bersama-sama oleh negara ASEAN sebagai berikut : 

1. Menjalin hubungan yang baik dengan koordinator pemantauan 

bencana pusat serta memantau dan mengkontrol faktor yang 

menyebabkan terbakarnya hutan serta melakukan pemantauan terkait 

dengan asap dan kualitas lingkungan maupun udara 

2. Saling membantu dan bekerja sama dalam hal data dan fasilitas terkait 

dengan penanggulangan pencemaran dan memberikan respon yang 

cepat apabila terjadinya kebakaran yang cukup besar di wilayah 

Southeasia.(Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, n.d.) 

Dalam hubungan International di mana Indonesia merupakan salah satu 

negara yang juga turut melakukan perjanjian Internasional antar negara tingkat 

regional asia tenggara yang di kenal dengan Association Of South East Asian 

Nation atau yang di singkat dengan (ASEAN) dan mulai berdiri sejak 08 Agustus 

tahun 1967 di Bangkok, di mana dari hasil perjanjian itu telah di sepakati oleh 

kelima Negara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. 
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Adapun organisasi ASEAN memiliki fokus tujuan dalam hal petumubuhan dan 

kemajuan dibidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan serta memberikan 

kesempatan bagi para negara yang terdapat perbedaan dengan menyelesaikan 

secara damai dengan Visi satu kesatuan, dan satu komunitas. Adapun sampai saat 

ini organisasi ASEAN telah berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) negara. (Saragih, 

2017) 

Sebagai negara yang tergabung dalam organisasi kawasan regional asia 

tenggara, Indonesia dan seluruh negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN 

harus mematuhi serta menghormati hak dan kewajiban negara sesama anggota 

ASEAN termasuk dalam hal mencegah dan menanggulangi berbagai macam 

bencana yang terjadi di wilayah asia tenggara, serta turut kerja sama dalam 

menyelesaikan bencana yang terjadi.seperti halnya kabut asap dan kebakaran 

hutan di wilayah asia tenggara termasuk Indonesia yang terjadi di setiap tahunnya. 

Hal ini tentunya sangat merugikan baik pada negara yang mengalami kebakaran 

kabut asap maupun negara yang terkena dampak. (S.T, 2014) 

Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dikarenakan beberapa 

faktor salah satu faktor umumnya adalah kebakaran hutan di mana pada kurun 

waktu 2016 hingga 2021 banyak hutan dan lahan yang rusak akibat terbakar 

seperti lahan gambut, pertanian, maupun semak belukar yang secara umum sering 

dialami di wilayah Sumatera dan Kalimantan. (Saragih, 2017) 

Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Asia yang di kenal dengan 

Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution yang secara spesifik 

bertujuan dalam hal penanggulangan pencemaran asap lintas batas melalui rapat 
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DPR RI pada 16 september 2014. Perjanjian ini dibuat berdasakrkan history 

kejadian pada tahun 1997 yang saat itu kebakaran hutan yang terbesar di 

Indonesia. (Saragih, 2017) 

Pada tahun 2002 negara ASEAN sepakat untuk melakukan fokus 

penanganan kebakaran hutan di wilayah Asia Tenggara khususnya di Indonesia 

melalui Konvensi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution yang di 

tanda tangani di Kuala Lumpur Malaysia yang kemudian baru berlaku pada tahun 

2003 perjanjian Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution terdiri atas 

32 pasal yang antara lain mengatur tentang pencegahan, pemantauan, penilaian, 

kesiapsiagaan, kerja sama antar negara konvensi terkait dengan pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan termasuk pemadaman.  

Dalam perjanjian AATHP sangat di sayangkan perihal pengaturan sanksi 

dan pertanggungjawaban yang terdapat dalam pasal 3 yang dinilai masih kurang 

hal ini terlihat jelas dari tidak adanya pasal lanjutan yang mengatur mengenai 

bentuk pertanggungjawaban dan mekanisme serta akibat dari suatu perbuatan 

yang di berikan kepada negara pelaku yang apa bila terjadi kebakaran hutan di 

wilayah yurisdiksinya.(Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, n.d.)  

2.3 Penelitian Terdahulu 

Di dalam penulisan ini adapun peneliti telah mengumpulkan beberapa 

acuan dan refrensi terkait dari penelitian terdahulu yang penulis kumpulkan 

seperti di bawah ini sebagai berikut :  

1. Penelitian oleh Raul Redemtus Maramis, NIM 1607110473, 

Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 
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Sam Ratulangi. Penelitian ini mengangkat judul “ Tanggung Jawab 

Negara Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Laut 

Akibat Sampah Plastik di Era Revolusi Industri 4.0”. Dalam 

penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal 

pertanggungjawaban negara indonesia akibat pencemaran sampah 

plastik di mana pemerintah indonesia telah mengeluarkan beberapa 

peraturan guna untuk mengupayakan menanggulangi Sampah 

plastik lewat beberapa peraturan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban negara mengingat indonesia merupakan 

sebuah negara yang menghasilkan sampah plastik terbanyak di 

urutan ke-dua di dunia. Adapun dengan kemajuan teknologi yang 

saat ini di alami Indonesia dalam hal ini pemerintah akan 

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada guna untuk 

mensukseskan rencan-rencana yang sejak awal di buat untuk 

menanggulangi masalah sampah nasional sehingga dapat 

memberikan dampak dan manfaat yang positif. Perbedaan antara 

penelitian diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu penulis lebih berfokus pada 

pertanggungjawaban negara akibat pencemaran udara lintas batas 

negara sedangkan pada penelitian terdahulu ini berfokus pada 

pencemaran lingkungan laut akibat sampah plastik.(Era et al., 

2020) 
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2. Penelitian oleh Muhammad Ghazian Yudistira, NIM 1506200432, 

Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitan ini mengangkat judul “ 

Tanggung Jawab Negara Asal Negara Kapal Tanker Terhadap 

Pencemaran Laut Akibat Tabrakan Menurut International 

Maritime Organization (IMO)”. Dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran secera international 

menurut International Maritime Organization mengenai 

pencemaran laut, bahwa negara yang terkena dampak kerugian atau 

pencemaran dapat menuntut kerugian dan pemenuhan atau 

pemulihan dari akibat yang di timbulkan yang mengakibatkan 

kerugian bahwa dalam hal Civil liability conventio 1969, yang 

menggunakan prinsip strict liability yang menjelaskan apabila 

terjadinya kecelakaan sebuah kapal tanker yang dapat memicu 

timbulnya pencemaran laut, maka yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban adalah pemilik kapal. Perbedaan antara 

penelitian diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu mempunyai kesamaan arah fokus kajian yaitu 

mengenai pertanggungjawaban negara secara international dimana 

penelitian terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban 

negara terhadap kerusakan lingkungan laut yang disebabkan 

peristiwa tumpahnya minyak kelaut akibat tabrakan dua kapal 

tanker, dan dalam hal ini peneliti sekarang membahas mengenai 
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tanngung jawab negara dalam hal pencemaran udara lintas batas 

yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.(Ghazian, 2020) 

3. Penelitian Gede Sudika, 2019 dalam Jurnal Universitas Pendidikan 

Ganesa Singaraja Vol 14 Nomor 1, June 2019 yang berjudul.” 

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat Malaysia 

Air MH17 Berdasarkan Hukum International”. Di mana penelitian 

ini menjelaskan bahwa dalam hal kasus terjadinya penembakan 

terhadap pesawat Malaysia Air MH17 yang melintasi batas wilyah 

konflik bersenjata bahwa berdasarkan Konvensi Chicago 1944 

mengenai Zona larangan terbang diwilayah terlarang. Dari kasus 

diatas dalam penelitian tersebut di jelaskan mengenai tanggung 

jawab negara adapun penelitian ini berangkat pada teori dasar 

mengenai kepemilikan ruang (The Air Sovereignty Theory) yang 

menegaskan bahwa negara berdaulat penuh atas wilayah udara dan 

ruang udara di atas wilayah negaranya. Sehingga apabila terjadi 

kecelakaan terhadap penerbangan di atas wilayah atau ruang 

angkasa di wilayah teortiori nya maka negara tersebut bertanggung 

jawab penuh terhadap pengangkut komersial yang melintasi 

wilayah uadaranya, guna untuk menjamin keamanan dan 

keselamatan penerbangan yang dilakukan. Perbedaan antara 

penelitian diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang mempunyai kesamaan arah fokus kajian yaitu mengenai 
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pertanggungjawaban negara secara international dimana penelitian 

terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara akibat 

jatuhnya pesawat udara di wilayah teritori suatu negara,dan dalam 

hal ini peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban 

negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan 

kebakaran hutan dan lahan.(Mangku & Radiasta, 2019) 

4. Penelitian Widya Krulinasari, (2018) dalam Jurnal Flat Justisia 

Volume 5 Nomor 3 Desember 2018. 236-249 ISSN:5186 yang 

berjudul.”Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pencegahan 

Global Warming Akibat Dari Pencemaran Udara Lintas Batas 

Negara”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam The 

Ganeva Convention Long-Range Transboundarry air polution 

1979 tentang pencemaran lintas batas negara. Di mana pada 

penelitian ini menjelaskan bahwa negara-negara yang tergabung 

dalam konvensi haruslah melakukan pengendalian pencemaran 

udara dan pengurangan emisi dan rumah kaca, guna untuk 

menghindari efek terlalu panas dan mengakibatkan pemansan 

global. Dalam hal tersebut menyangkut pertanggungjawaban 

negara dijelaskan bahwa negara yang tidak dapat mengendalikan 

pencemaran udara dan penurunan emisi yang mengakibatkan 

pemanasan global yang terus menerus terjadi dapat dimintai 

pertanggungjawaban berupa : Restitusi yaitu sebuah tindakan yang 

mengembalikan pada keadaan yang semula, Kompensasi yaitu 
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pembayaran ganti kerugian akibat sebuah tindakan pelanggaran 

internaional, Pemuasan yaitu merupakan ganti kerugian bukan 

dalam bentuk bentuk uang melainkan merminta maaf secara resmi 

dan menghukum para pihak-pihak yang terkait dalam pelanggaran 

tersebut. Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian peneliti, 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu membahas mengenai 

pertanggungjawaban negara akibat pencemaran udara yang 

diakibatkan oleh global warming efek dari rumah kaca,dan dalam 

hal ini peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban 

negara dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan 

kebakaran hutan dan lahan.(Krulinasari, 2015) 

5. Penelitian Bagas Aji Aryanto (2017) dalam Jurnal Unika 

Soegajipranata Semarang Volume 14 Nomor 4 yang berjudul.” 

Tanggun Jawab Negara Dalam Pencemaran Laut di Wilayah 

Negara Lain ( Studi Kasus Tumpahnya di Perairan Indonesia 

Akibat Tabrakan Antara Kapal MT Alyarmouk-Libya Dengan 

MV.)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pencemaran laut 

terhadap negara lain yang melintasi batas negara juga memiliki 

hubungan terhadap pencemaran tersebut. Adapun dalam hal ini 

hubungan antara negara dengan pencemaran laut yang terdapat 

dalam prinsip hukum Internasional sebuah negara mempunyai 

tanggung jawab dalam hal pencemaran laut. Dimana dengan 

adanya prinsip tanggung jawab negara serta tindakan pencegahan 
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ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi para negara 

yang terkena injuiry sehingga pencemaran lintas batas dapat 

diselesaikan melalui penyelesaian diplomatik dan non diplomatik 

sehingga hubungan negara yang melakukan tindakan injuiry 

dengan negara yang mengalami injury tetap dapat berjalan dengan 

baik. Perbedaan antara jurnal diatas dengan penelitian peneliti, 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu membahas mengenai 

pertanggungjawaban negara akibat pencemaran laut di wilayah 

negara lain ( studi kasus tumpahnya minyak minyak oleh kapal 

negara asing di wilayah perairan indonesia.) dan dalam hal ini 

peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban negara 

dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan 

kebakaran hutan dan lahan.(Ariyanto, 2017) 

6. Penelitian Frijan Masa’i Afrizal Vatikawa, Anisa Novia, Indra 

Putri, (2020) dalam Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Volume 5 

Nomor 2 59-67 yang berjudul.” Tanggung Jawab Negara Terhadap 

Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum International”. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa banyaknya berbagai persitiwa 

dan banyaknya sampah dan benda-benda langit yang menabrak 

satelit bukan merupakan hal yang bisasa dimana dalam hal 

tanggung jawab negara akibat jatuhnya sampah ruang angkasa ke 

negara lain yang dapat mengganggu sebuah aktivitas negara 

tersebut. Berdasarkan International Law Commission (ILC) dimana 
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organisasi ini di utus PBB bertugas untuk memuat draft state 

responsibility atau pertanggungjawaban negara yang terkait dengan 

prinsip-prinsip umum dimana apabila dalam hal Sampah ruang 

angkasa tersebut jatuh ke wilayah negara lain, maka dalam hal ini 

negara sebagai pemilik sampah ruang angkasa tersebut berdasarkan 

International Wrongfull Acts (ILC ASR ) bahwa negara tersebut 

harus bertanggung jawab terhadap negara yang di jatuhi sampah 

ruang angkasa tersebut sekalipun bukan diakibatkan dari kesalahan 

negara atau operator satelit tersebut. Perbedaan antara jurnal diatas 

dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

membahas mengenai pertanggungjawaban negara akibat akibat 

saampah di ruang angkasa, dan dalam hal ini peneliti sekarang 

membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam hal 

pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan kebakaran hutan 

dan lahan.(Masa’i et al., 2020) 

7. Penelitian Dony Aditya Prasetyo (2016) dalam Jurnal Arena 

Hukum Volume 9 Nomor 1 yang berjudul.” Tanggung Jawab 

Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa”. Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa kegiatan di ruang angkasa saat 

ini semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan 

teknologi, dimana kegiatan tersebut memiliki konsekuensi akibat 

dari sebuah aktivitas dan tindakan dari negara yang harus di hadapi 

dengan makin banyaknya sampah dari hasil kegiatan suatu negara. 
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Berdasarkan Outer Space Treaty 1967 menyakatan bahwa Negara 

haruslah mentaati isi dari perjanjian International di mana 

perjanjian tersebut mengandung prinsip sebagai acuan negara 

dalam hal berkegiatan diruang angkasa. Adapun UNCOPLUS 

bagian dari PBB telah khusus membahas mengenai permasalahan 

ruang angkasa dengan semakin banyaknya kasus sampah ruang 

angkasa yang kian waktu semakin bertambah jumlahnya. Namun 

pada dasarnya aturan UNCOPLUS masih belum berjalan efektif 

dan masih bersifat prefventif, sehingga diperlukan instrument 

hukum international berupa perjanjian-perjanjian international 

yang khusus dan mengikat dalam hal mengatur dan mengkontrol 

permasalahan sampah di ruang angkasa. Perbedaan antara jurnal 

diatas dengan penelitian peneliti, berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban negara 

peluncur terhadap sampah ruang angkasa, dan dalam hal ini 

peneliti sekarang membahas mengenai pertanggungjawaban negara 

dalam hal pencemaran udara lintas batas yang diakibatkan 

kebakaran hutan dan lahan.(Prasetyo, 2016) 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitan ini seperti tertera dibawah ini : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada dasarnya, di dalam sebuah karya tulis ilmiah terdapat sebuah metode  

penelitian dimana data yang diperoleh secara langsung baik melalui wawancara, 

narasumber maupun dari bahan kepustakaan.  Adapun data yang didapatkan 

melalui sumber pertama yang secara langsung dari masyarakat yang di dalam 

penelitian ini disebut dengan data primer. Serta data yang didapatkan melalui 

bahan pustaka seperti jurnal dan buku maupun dokumen resmi berupa laporan dan 

lain sebagainya yang pada umumnya data tersebut dinamakan sebagai data 

sekunder.  

Sedangkan Sumber Data Hukum Tersier merupakan sebuah sumber data 

hukum yang sifatnya melengkapi dan memberikan gambaran dan eksplansi 

mengenai sumber data primer dan data sekunder adapun sumber data hukum 

tersier penulis peroleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia dan 

Ensiklopedia. 

Namun di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitan melalui 

kajian pustaka dengan  cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data 

yang lain yang mendukung dalam pembahasan ini yang penulis peroleh melalui 

buku, jurnal maupun bahan kepustakaan lain, oleh karenanya penelitan ini 

mempergunakan jenis metode penelitan hukum normatif. (Jhony, 2005) 
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3.2 Sifat Penelitian  

 Adapun jika dilihat dari sifat penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini antaralain bersifat deskriptif analisis dimana pada penelitian ini 

mencoba untuk menggambarkan peraturan atau kebijakan-kebijakan terkait 

dengan aturan hukum secara international yang berlaku, serta dilakukan dengan 

cara mengaitkan dengan teori hukum yang digunakan melalui kebijkan-kebijkan 

yang ada pada masing-masing negara. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif 

analsisis dikarenakan penelitian ini hanya mengambil suatu objek dan mengambil 

kesimpulan terkait dengan peraturan yang berlaku secara umum yang  akan 

dideskripsikan mengenai pertanggungjawaban negara dalam pencemaran udara 

lintas batas negara.(Jhony, 2005) 

3.3 Fokus Penetlitian  

Dalam penelitian hukum normatif, penentuan fokus penelitian skripsi ini 

merujuk pada kebaruan data dan informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan 

pustakan seperti jurnal dan buku terkait dengan penelitian ini agar dengan mudah 

dilakukan analisis oleh penulis serta penelitian ini di fokuskan pada 

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas 

Batas.(Sugiyono, 2014) 
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3.4 Sumber Data  

Dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah tidak terlepas dari berbagai 

sumber data yang diperoleh oleh penulis berikut beberapa sumber data yang 

penulis gunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sumber Data Hukum Primer yang mana bahan atau data ini penulis 

peroleh melalui dokumen kepustakaan seperti The Asian Agrement 

on Trnasboundary Haze Polution 

2. Sumber Data Hukum Sekunder yang mana sumber atau data 

tersebut penulis peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan, jurnal, 

buku, dan penelitian karya tulis ilimah lain, yang fokus dan topik 

pembahasannya mengarah ke hal yang sama di mana bahan atau 

data tersebut penulis kumpulkan sebagai sumber dan acuan dari 

penelitian ini. 

3. Sumber Data Hukum Tersier merupakan sebuah sumber data 

hukum yang sifatnya melengkapi dan memberikan gambaran dan 

eksplansi mengenai sumber data primer dan data sekunder adapun 

sumber data hukum tersier penulis peroleh melalui Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Wikipedia dan Ensiklopedia.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah (skripsi) terdapat beberapa tehnik 

yang di perlukan dalam melakukan penulisan adapun beberapa teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempergunakan teknik 

pengumpulan dokumen yang merupakan sebuah peristiwa yang telah terjadi yang 

di tulis dalam bentuk karya tulis ilmiah, gambar, tabel, dari seorang sebagai bahan 

tambahan untuk penelitian ini.  

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data  

 Dalam menulis penelitian ini dimana penelti mencoba untuk menganalis 

hasil tulisan ini secara hati-hati adapun beberapa metode penelitan yang peneliti 

gunakan yaitu: 

Dengan menggungkana metode penelitian secara normatif dengan cara 

data yang diperoleh lalu diolah kembali dan di kelompokan kebagian tertentu 

untuk dilakukan pengolahan dan validasi data yang kemudian menjadi sebuah 

data informasi, dari hasil data tersebut dilakukan analisis dengan mempergunakan 

metode deskriptif kualitatif guna untuk mengambarkan dan menguraikan secara 

logis sehingga memperoleh kejelasan dan di lakukan penarikan kesimpulan guna 

untuk menjawab permasalahan dari sebuah penelitian. (Sugiyono, 2014) 

Dimana metode dan pengolahan analisis data penulis mempergunakan 

pendekatan, adapun pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini dengan 

mempergunakan metode penedkatan melalui peraturan perundang-undangan serta 

aturan-aturan hukum Internasional karna pada dasarnya sebuah penelitian secara 
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normatif haruslah mempergunakan pendekatan melalui peraturan hukum karena 

hal ini merupakan fokus kajian sekaligus tema sentral dalam sebuah 

penelitian.(Sugiyono, 2014) 
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